
Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh

persetujuan bersama; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;

BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR  2  TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menetapkan :

dan 

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



1. 1.074.289.415.734,00Rp                  

2. 1.167.845.831.520,00Rp                  

(93.556.415.786,00)Rp     

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan 101.056.415.786,00Rp                     

b. Pengeluaran 7.500.000.000,00Rp                         

Jumlah Pembiayaan Neto 93.556.415.786,00Rp                       

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan -Rp                              

(1)  Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.      Pendapatan Asli Daerah 104.827.158.613,00Rp    

b.     Dana Perimbangan 865.909.872.121,00Rp    

c.     Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah 103.552.385.000,00Rp    

(2)  Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri Jenis Pendapatan :

a.     Pajak Daerah 10.500.000.000,00Rp      

b.     Retribusi Daerah 25.020.000.000,00Rp      

c.     Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2.000.000.000,00Rp        

d.     Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  67.307.158.613,00Rp      

(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.     Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 14.647.246.124,00Rp      

b.     Dana Alokasi Umum 580.686.128.000,00Rp    

Pendapatan Daerah 

Belanja Daerah 

Surplus/(Defisit)

Pasal 2

NOMOR   2   TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018  dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU



c.     Dana Alokasi Khusus 270.576.497.997,00Rp    

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.     Pendapatan Hibah  -Rp                              

b.     Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 13.000.000.000,00Rp      

c.     Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -Rp                              

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 90.552.385.000,00Rp      

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.     Belanja Tidak Langsung 437.994.731.829,00Rp    

b.     Belanja Langsung 729.851.099.691,00Rp    

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.     Belanja pegawai 240.357.245.696,50Rp    

b.     Belanja subsidi 2.495.000.000,00Rp        

c.     Belanja hibah 38.870.373.000,00Rp      

d.     Belanja bantuan sosial -Rp                              

e.     155.633.955.526,00Rp    

f Belanja tidak terduga 638.157.606,50Rp           

(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja :

a.     Belanja Pegawai 10.423.900.165,00Rp      

b.     Belanja Barang dan Jasa 428.914.061.340,00Rp    

c.     Belanja Modal 290.513.138.186,00Rp    

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.     Penerimaan  101.056.415.786,00Rp    

b.     Pengeluaran  7.500.000.000,00Rp        

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.     101.056.415.786,00Rp    

b.     Pencairan dana cadangan -Rp                              

c.     Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan -Rp                              

d.     Penerimaan pinjaman daerah -Rp                              

e.     Penerimaan kembali pemberian pinjaman -Rp                              

f.       Penerimaan piutang daerah -Rp                              

Pasal 4

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 

Pasal 3

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 

dan partai politik 



(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.     pembentukan dana cadangan -Rp                              

b.     penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 7.500.000.000,00Rp        

c.     pembayaran pokok utang -Rp                              

d.     pemberian pinjaman daerah -Rp                              

e.     pembayaran Utang Pihak Ketiga -Rp                              

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

6. Lampiran VI Daftar  Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Ini

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 

11. Lampiaran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

(1)

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. 

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak  Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. 

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(1)

(2)

a.

b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; 

c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3)

a.

b.

(1)

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

(4)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan 

penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis;

Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan 

kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila 

dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati Kepulauan Aru menetapkan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.

Pasal 10

Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

bencana alam; 

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;

Pasal 7

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal   15  Oktober 2018

 BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd.

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal     15  Oktober  2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd.

MOHAMAD DJUMPA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd.

NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR   2


